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Latar Belakang  

Kebijakan subsidi listrik merupakan landasan utama dalam penyediaan energi di Indonesia. 
Tujuan utamanya adalah untuk membuat listrik terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan 
rendah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menstabilkan biaya listrik bagi usaha kecil dan 

menengah, sehingga mendukung daya saing industri. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan 
keterjangkauan, kebijakan ini mendorong keadilan energi, terutama bagi golongan yang 
rentan. Keadilan energi merupakan salah satu bagian dari ñtrilema energi,ò bersama dengan 

ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan. 

Indonesia memulai reformasi subsidi listrik mulai tahun 2013, didorong oleh sejumlah 
permasalahan yang mendesak. Beban fiskal yang tinggi menjadi perhatian utama, dengan 
subsidi mencapai Rp103,3 triliun pada tahun 20121, setara dengan 6% dari anggaran belanja 

pemerintah pusat dan 1% dari PBD. Peningkatan konsumsi dan biaya pembangkitan listrik, 
ditambah dengan penyesuaian tarif yang jarang dilakukan, membuat tingkat pengeluaran ini 
tidak berkelanjutan. Selain itu, subsidi tersebut tidak tepat sasaran, karena secara tidak 

proporsional lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga yang lebih mampu, sehingga 
mengakibatkan inefisiensi ekonomi dan masalah keadilan. Tarif listrik yang terlalu rendah 
mendorong penggunaan listrik yang boros dan membatasi kemampuan PLN untuk 
memperluas akses di daerah-daerah yang belum terlayani, sehingga menghambat tujuan 

elektrifikasi nasional. 

Reformasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama: mengurangi pengeluaran subsidi 
melalui tarif yang mencerminkan biaya dan secara bertahap menghapus subsidi bagi golongan 

yang tidak esensial, sehingga dana dapat dialihkan untuk prioritas lainnya. Reformasi ini juga 
bertujuan mendorong penggunaan listrik yang efisien dengan mengurangi konsumsi 
berlebihan, serta menargetkan subsidi secara lebih tepat sasaran kepada rumah tangga 

berpenghasilan rendah guna meningkatkan aspek keadilan. Selain itu, reformasi ini selaras 
dengan kebijakan yang lebih luas, mendukung pelaksanaan Undang-Undang 
Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 dengan memfokuskan pada daerah yang belum 

terlayani, serta sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil. 

Subsidi listrik kemudian menurun dari Rp99,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp45 triliun 
pada tahun 2017. Antara tahun 2014 hingga 2016, PLN menerapkan penyesuaian tarif 
bulanan otomatis untuk golongan non-subsidi.2 Namun, pada tahun 2017, pemerintah 

mengubah kebijakan ini menjadi penyesuaian triwulanan,3 meskipun tidak ada perubahan tarif 
yang diterapkan hingga akhir tahun 2022. Dari tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2022, 
tarif untuk golongan subsidi maupun non-subsidi tetap tidak berubah. Pada akhir tahun 2022, 

penyesuaian tarif mulai diberlakukan untuk golongan R2, R3, serta sektor pemerintahan (P1, 
P2, dan P3). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kontribusi APBN terhadap subsidi dan 
kompensasi listrik meningkat menjadi Rp142,6 triliun pada tahun 20234, dengan rata-rata 

kenaikan sebesar 20,9% per tahun sejak tahun 2017. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025ï2029, listrik 
diidentifikasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri, dan 
pemerataan akses antarwilayah. Tantangan utama sektor ketenagalistrikan adalah transisi 

energi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung pembangunan yang 
merata di seluruh kepulauan Indonesia. Rencana ini mengakui bahwa kebijakan harga dan 

 
1 Berdasarkan laporan keuangan PLN yang telah diaudit, sekitar 55% dari pendapatan penjualan listrik. 
2 Tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
3 Harus mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM 
4 Setara dengan sekitar 5% dari belanja pemerintah pusat dan 0,7% dari PBD 
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subsidi saat ini belum sepenuhnya mendukung efisiensi energi dan pertumbuhan rendah 

karbon. Pengakuan ini mendorong perlunya pengkajian kembali kebijakan subsidi listrik agar 

lebih selaras dengan ketahanan energi dan tujuan pembangunan ekonomi hijau.  

Kementerian PPN/Bappenas juga mengakui peningkatan subsidi listrik sebagai salah satu 

ñperistiwa berisikoò dalam evaluasi RPJMN 2020ï2024. Dalam evaluasi tersebut, disebutkan 
bahwa peningkatan subsidi listrik membawa risiko keterbatasan alokasi anggaran subsidi 

untuk menutupi biaya bahan bakar, serta penurunan pendapatan negara.  

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), subsidi listrik didefinisikan sebagai 

bantuan keuangan langsung untuk menjaga keterjangkauan harga energi bagi golongan 
tertentu. Definisi ini mencerminkan pemahaman subsidi energi yang sempit, sebagaimana umum 
digunakan dalam konteks akademik. Secara akademis, definisi ini sejalan dengan kerangka 

kerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam persetujuan Subsidi dan Tindakan Imbalan 

(Subsidies and Counterveiling Measures - SCM). 

Perjanjian SCM mendefinisikan subsidi sebagai kontribusi keuangan dari pemerintah atau 

sektor publik yang memberikan keuntungan tertentu. Subsidi dapat berbentuk berbagai 
macam, termasuk transfer dana langsung, potensi transfer dana, pengurangan pendapatan 
pemerintah, penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar, serta pembayaran kepada 
pihak ketiga untuk memasok barang dan jasa. Di Indonesia, subsidi listrik termasuk dalam 

kategori terakhir: subsidi untuk penerima yang berhak dan kompensasi kepada PLN atas 
pengguna non-subsidi yang menerima listrik dengan harga di bawah biaya ekonomi5. 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak subsidi listrik terhadap ketahanan 

energi Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan energi terbarukan (RE) dan 
keberlanjutan jangka panjang sektor ketenagalistrikan. Dengan mengkaji struktur subsidi dan 
tarif saat ini, studi ini akan mengidentifikasi potensi perbaikan untuk meningkatkan ketahanan 

energi dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun program subsidi memiliki peran penting dalam 

menjaga keterjangkauan energi, efektivitas dan keberlanjutannya semakin dipertanyakan.  

Sistem subsidi saat ini memiliki keterbatasan dalam mendukung pengembangan energi 
terbarukan dan mungkin belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan ketahanan energi 

Indonesia. Kenaikan biaya, penargetan yang tidak efisien, serta ketidaksesuaian dengan 
tujuan rendah karbon menjadi tantangan dalam transisi energi negara ini. Oleh karena itu, 
analisis komprehensif terhadap struktur subsidi dan tarif sangat penting untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dan memperkuat sistem energi listrik di Indonesia.  

Pertanyaan Studi  

Sistem subsidi saat ini, meskipun efektif dalam menurunkan biaya energi bagi konsumen, 

dapat secara tidak sengaja membebani keberlanjutan fiskal serta menghambat 
pengembangan RE. Dengan memahami struktur sistem subsidi ini beserta konsekuensinya, 
studi ini bertujuan untuk mengungkap kekuatan dan keterbatasan kerangka yang ada. Analisis 
ini akan menyoroti area-area di mana reformasi subsidi dapat lebih mendukung transisi ke 

energi rendah karbon, memperkuat ketahanan energi, dan memastikan keberlanjutan 

dukungan fiskal bagi sektor ketenagalistrikan.  

Untuk mengatasi tantangan ini, studi ini juga akan meneliti strategi, mekanisme, dan instrumen 

tambahan yang berpotensi meningkatkan kualitas subsidi serta memperkuat keberlanjutan 
sistem energi Indonesia. Melalui reformasi tersebut, Indonesia dapat mengembangkan model 

 
5 Yang mencakup biaya ekonomi karbon. 
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subsidi yang tidak hanya mendukung keterjangkauan, tetapi juga ketahanan energi dan tujuan 

lingkungan, sehingga meletakkan dasar bagi sektor ketenagalistrikan yang kuat dan tangguh.  

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam studi ini: 

1. Apa saja pertimbangan utama terkait subsidi dan tarif yang mempengaruhi 

ketahanan energi Indonesia? 
2. Bagaimana mekanisme operasional sistem subsidi saat ini dan apa implikasinya 

terhadap pengembangan RE serta ketahanan energi? 
3. Mekanisme, instrumen dan dukungan tambahan apa yang dapat dipertimbangkan 

untuk meningkatkan kualitas subsidi listrik dan mendukung keberlanjutan sektor 
ketenagalistrikan? 
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2. Kerangka Trilema Energi  
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Kerangka Trilema Energi  

 
Kebijakan subsidi listrik Indonesia telah mengalami berbagai transformasi sejak reformasi 
tahun 2013. Transformasi ini bertujuan untuk mengurangi tekanan fiskal, meningkatkan 

ketepatan sasaran subsidi, dan mendukung stabilitas ekonomi. Meskipun banyak reformasi 
tersebut berhasil meningkatkan keterjangkauan dan meredam guncangan - terutama selama 
pandemi COVID-19 - reformasi tersebut juga memunculkan kerentanan baru. Perkembangan 
ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai konsistensi dan ketahanan jangka panjang dari 

sistem subsidi yang berlaku saat ini.  
 
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara sistematis, laporan ini mengadopsi kerangka 

Energy Trilema. Kerangka ini diakui secara internasional dan dikembangkan oleh Dewan 
Energi Dunia (World Energy Council). Kerangka ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan 
membimbing kebijakan subsidi listrik. Kerangka ini menawarkan perspektif terstruktur untuk 

menganalisis bagaimana kebijakan berperan dalam tiga tujuan yang saling terkait dan sering 
kali saling bertentangan: 

1. Keadilan energi: memastikan akses listrik yang universal dan terjangkau; 

2. Ketahanan energi: menjamin pasokan yang andal dan mengurangi kerentanan 

sistemik; 

3. Keberlanjutan lingkungan: meminimalkan emisi dan mendorong transisi menuju 

energi bersih. 

Kebijakan subsidi listrik berada di pusat ketiga tujuan yang saling bersaing tersebut. Subsidi 
yang meningkatkan keterjangkauan dapat mengurangi insentif untuk efisiensi energi atau 
menghambat investasi dalam energi bersih. Sebaliknya, reformasi yang bertujuan mengurangi 

subsidi berisiko menimbulkan penolakan publik jika tidak disertai dengan perlindungan sosial 
yang memadai. Kerangka Energy Trilema memberikan pendekatan yang terstruktur untuk 
menavigasi ketegangan ini dan mengidentifikasi reformasi yang mampu menyeimbangkan 
berbagai tuntutan yang saling bertentangan.  

  
Laporan ini menggunakan kerangka Energy Trilema sebagai pendekatan operasional untuk 
mengevaluasi pertukaran kebijakan dan merekomendasikan reformasi yang dapat 

diimplementasikan. Secara khusus, kerangka ini diterapkan pada empat dimensi analisis 
berikut:  

1. Diagnosa terhadap sistem subsidi listrik saat ini: mengidentifikasi sejauh mana sistem 

tersebut mendukung setiap dimensi trilema; 

2. Evaluasi kesenjangan dalam diskusi kebijakan yang sedang berlangsung: menilai di 

mana upaya reformasi saat ini masih belum memadai; 

3. Kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2025 

- 2029): menguji konsistensi kebijakan dengan tujuan strategis nasional; 

4. Simulasi kebijakan berbasis skenario: mengkuantifikasi pertukaran dan sinergi dari 
berbagai skenario reformasi subsidi. 

 

Dengan menerapkan kerangka ini, studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang 
praktis dan berbasis bukti, yang tidak hanya mendukung keterjangkauan, tetapi juga 
mendorong sistem energi yang lebih berkelanjutan, efisien, dan andal.  
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3. Menilai Peran Subsidi dalam K inerja Sektor  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



11 Rethinking Electricity Subsidies to Achieve Indonesiaôs  
 Energy Security and Green Economy Targets 
 
 
 

 
 

 

A. Reformasi Subsidi dan Kompensasi Listrik  
 
Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, negara menguasai penyediaan tenaga 

listrik. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang diatur 
berdasarkan prinsip otonomi daerah. Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan Listrik Negara-
PLN) dan Badan Usaha Milik Daerah menjalankan usaha ketenagalistrikan. Selain itu, 
perusahaan swasta, koperasi, dan kelompok masyarakat juga diperbolehkan berpartisipasi 

dalam sektor ketenagalistrikan. Sektor ketenagalistrikan mencakup empat bagian utama: 
pembangkit, transmisi, distribusi, dan ritel.  

Dalam operasional PLN, pembangkit merujuk pada proses produksi tenaga listrik yang dikelola 

oleh PLN sendiri atau melalui kemitraan dengan anak perusahaan PLN (perusahaan bersama) 
serta produsen listrik independen (IPPs). Distribusi melibatkan penyaluran listrik dari sistem 
transmisi atau langsung dari fasilitas pembangkit ke konsumen. Sementara itu, kegiatan ritel 

mencakup penjualan listrik kepada pengguna akhir.  

 
Grafik 1: Pendapatan dari Penyediaan Listrik PLN 

PLN memegang peran sentral dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Perusahaan ini 
memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum di seluruh 
wilayah Indonesia, kecuali di wilayah kerja yang ditetapkan ESDM. PLN bertanggung jawab 

dalam memimpin pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik melalui pengelolaan 
langsung maupun melalui kemitraan. Sebagai satu-satunya pembeli tunggal dalam perjanjian 
jual beli listrik di wilayah kerjanya, PLN bertindak mewakili pemerintah sebagai pembeli 

tunggal. Di sisi distribusi, PLN menyuplai listrik bersubsidi maupun non-subsidi dengan tarif 

yang ditetapkan oleh pemerintah.6 

Per 2023, PLN memiliki total kapasitas pembangkit sebesar 46.132 MW, yang mencakup 

sekitar 50,6% dari total kapasitas nasional. PLN melayani sekitar 89,15 juta pelanggan, 

 
6 Saat ini, struktur tarif diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik 

yang Disediakan oleh PLN (Persero). Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 24 golongan tarif bersubsidi dan 
13 golongan tarif non-subsidi. 
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dengan total kapasitas tersambung mencapai 171.508 MVA, dan penjualan listrik tahunan 

sebesar 285,23 TWh.7 Pertumbuhan sektor ini sebagian didorong oleh subsidi listrik yang 
diberikan pemerintah. Saat ini, kontribusi pemerintah terhadap sektor ketenagalistrikan tidak 
hanya berupa subsidi, tetapi juga dalam bentuk kompensasi listrik. Grafik 1 juga menunjukkan 

sumber pendapatan PLN tahun 2023, yang terdiri dari: pendapatan dari tarif listrik (70%), 

pendapatan subsidi (14%), dan pendapatan kompensasi (16%). 

Subsidi listrik merupakan komponen utama dalam pendapatan PLN sebagai bagian dari 
mandat Public Service Obligation (PSO). Mandat ini didasarkan pada Undang-Undang No. 30 

Tahun 2007 tentang Energi, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk 
menyediakan subsidi listrik bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, Undang-
Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan bahwa pemerintah 

wajib menjamin ketersediaan pendanaan untuk penyediaan listrik, terutama bagi masyarakat 
yang tidak mampu secara ekonomi. Tabel 1 menunjukkan persentase kontribusi subsidi 

terhadap total pendapatan.  

Deskripsi  2019 2020* 2021 2022 2023 

Pendapatan  359.609 345.416 366.972 441.132 487.384 
Penjualan Tenaga Listrik 276.062 274.898 288.863 311.057 333.191 
Biaya Penyambungan Pelanggan 6.935 0.313 0.493 0.857 1.288 
Subsidi Listrik Pemerintah 51.712 47.988 49.797 58.832 68.637 
Pendapatan Kompensasi 22.254 17.905 23.392 63.650 73.992 
Subsidi/Total Pendapatan  14,38% 13,89% 13,57% 13,34% 14,08% 
Kompensasi/Total Pendapatan  6,19% 5,18% 6,37% 14,43% 15,18% 
Lainnya 2.644 4.312 4.427 6.735 10.276 
Beban Usaha  315.441 301.008 323.119 386.194 440.184 
Laba Usaha  44.165 44.407 43.853 54.938 47.200 

Tabel 1: Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PLN 
(dalam miliar Rupiah) (Laporan Tahunan PLN, 2023) 

  

Grafik 2: Pendanaan Pemerintah di Tengah Perkembangan Kebijakan Subsidi dan Tarif  

 
7 Daya listrik yang disediakan oleh PLN tidak hanya dihasilkan dari pembangkit listrik miliknya sendiri, tetapi juga 

melalui kerja sama dengan IPP (Independent Power Producers) dan pihak ketiga lainnya. Indonesia menempati 
peringkat ke-17 di dunia dalam hal konsumsi listrik. Namun, konsumsi listrik per kapita (1.337 kWh per kapita) 
hanya berada di peringkat ke-6 di ASEAN, di bawah Vietnam dan di atas Filipina. 
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Sebelum tahun 2013, Indonesia mempertahankan tarif listrik di bawah biaya produksi untuk 

memastikan keterjangkauan. Rumah tangga dengan kapasitas sambungan lebih rendah 
(450ï900 VA) menjadi yang paling diuntungkan, dengan tarif yang tidak berubah sejak tahun 
2003. Pemerintah menggunakan struktur tarif, di mana tarif meningkat seiring dengan 

kenaikan konsumsi, untuk menjaga keterjangkauan sekaligus mencegah konsumsi 
berlebihan. Namun, meskipun biaya terus meningkat, tarif dibekukan selama bertahun-tahun, 
sehingga menimbulkan tekanan fiskal akibat meningkatnya subsidi kepada PLN. Pada tahun 
2012, belanja subsidi mencapai Rp103 triliun (US$10,6 miliar), suatu beban yang tidak 

berkelanjutan dan mendorong dilakukannya reformasi pada tahun 2013 untuk secara bertahap 

menyelaraskan tarif dengan biaya produksi. 

Antara tahun 2013 dan 2017, Pemerintah melaksanakan reformasi besar untuk secara 

bertahap mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan pada subsidi listrik dengan 
tujuan menyelaraskan tarif dengan biaya produksi. Kebijakan ini diterapkan melalui peraturan 
kementerian ESDM mengenai tarif listrik yang disediakan oleh PLN. Pada tahun 2014, 

Pemerintah memperkenalkan mekanisme penyesuaian tarif otomatis. Mekanisme ini 
menyesuaikan tarif setiap bulan berdasarkan faktor biaya produksi seperti nilai tukar, harga 
minyak, harga batu bara, dan inflasi. Mekanisme ini mengurangi hambatan politik terhadap 

kenaikan tarif.  

Awalnya, penyesuaian tarif hanya diterapkan pada golongan nonsubsidi. Pada awal tahun 
2015, PLN menaikkan tarif untuk rumah tangga dengan sambungan di atas 900 VA, dan 
subsidi untuk golongan ini dihapus. Sementara itu, rumah tangga dengan sambungan 450 VA 

dan 900 VA masih tetap menerima subsidi. Pada tahun 2017, subsidi untuk sambungan 900 
VA dihapus, kecuali bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang teridentifikasi melalui 

basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Indonesia. 

Grafik 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, reformasi ini berhasil mencapai pengurangan 
signifikan dalam belanja subsidi pemerintah. Pengeluaran pemerintah berhasil ditekan lebih 
dari 40% dibandingkan tahun 2014, sekaligus mengatasi beban pengeluaran yang 
sebelumnya tidak berkelanjutan. Perbaikan dalam penargetan membuat subsidi lebih tepat 

sasaran kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Penyesuaian tarif dan penghapusan 
subsidi secara bertahap meningkatkan kesadaran konsumen terhadap biaya energi. Hal ini 
mendorong penggunaan energi yang lebih hemat dan secara tidak langsung mendukung 

efisiensi energi. Namun demikian, reformasi ini menghadapi penolakan dari masyarakat, 
khususnya rumah tangga yang kehilangan subsidi. Pemerintah mengatasinya melalui 
komunikasi yang terarah dan dengan tetap mempertahankan subsidi bagi pengguna dengan 

kapasitas terendah (sesuai verifikasi DTKS), yang berguna untuk mempermudah proses 

transisi.   

Dari tahun 2018 hingga 2022, Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan subsidi listrik 
dengan fokus pada penargetan yang lebih tepat serta keberlanjutan keuangan PLN. Untuk 

menyeimbangkan kebutuhan pendapatan PLN dengan keterjangkauan bagi konsumen, 
Pemerintah juga memperkenalkan mekanisme kompensasi.8 Meskipun langkah-langkah ini 
bertujuan melindungi konsumen sekaligus menjaga keseimbangan antara keterjangkauan dan 

kehati-hatian fiskal, kebijakan tersebut juga meningkatkan ketergantungan PLN pada 

dukungan pendanaan dari Pemerintah.  

Pemerintah meningkatkan penargetan subsidi melalui DTKS yang dikelola oleh Kementerian 
Sosial. Basis data ini memungkinkan PLN mengidentifikasi rumah tangga berpenghasilan 

rendah yang berhak menerima subsidi berdasarkan status sosial ekonomi. Subsidi difokuskan 

 
8 Yang pada dasarnya merupakan bentuk lain dari subsidi listrik menurut definisi dalam perjanjian SCM.  
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pada rumah tangga dengan sambungan 450 VA dan sebagian rumah tangga 900 VA terpilih, 

sebagai golongan utama yang berhak mendapatkan tarif rendah.  

Mekanisme penyesuaian tarif setiap tiga bulan diterapkan untuk menggantikan penyesuaian 
tarif bulanan sebelumnya. Mekanisme ini memungkinkan PLN menyesuaikan tarif setiap 

kuartal dengan persetujuan Kementerian ESDM, guna mencerminkan perubahan biaya 
produksi listrik. Namun, penyesuaian ini tidak sepenuhnya diterapkan sepanjang periode 2018 
- 2022, karena Pemerintah memilih untuk menjaga stabilitas tarif, khususnya menghadapi 

tekanan ekonomi selama pandemi COVID-19.  

Seperti disebutkan sebelumnya, untuk mengatasi kekurangan pendapatan PLN akibat 
kebijakan tarif tetap - termasuk bagi golongan non subsidi - pemerintah memberikan 
kompensasi kepada PLN. Pembayaran kompensasi dilakukan untuk menutup selisih antara 

tarif yang ditetapkan pemerintah dengan biaya produksi listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan No. 159/PMK.02/2021, kompensasi listrik dihitung dari selisih antara: (1) potensi 
pendapatan berdasarkan penyesuaian tarif sesuai regulasi (non subsidi, menurut aturan), dan 

(2) pendapatan aktual berdasarkan penyesuaian tarif yang ditetapkan pemerintah (nonsubsidi, 
sesuai kebijakan pemerintah). Namun, penyesuaian tarif saat ini tetap tidak berubah sejak 
2017 kecuali pada Juli 2022, sehingga menghasilkan kompensasi yang besar akibat faktor 
biaya produksi, volume permintaan, dan depresiasi mata uang (rupiah terhadap dolar AS). 

ñSubsidi terselubungò ini membantu PLN mengelola biaya tanpa membebani konsumen. 
Selama pandemi, ketika Pemerintah membekukan tarif sejak 2019 untuk meringankan 
tekanan ekonomi pada rumah tangga dan dunia usaha, biaya PLN terus meningkat sehingga 

membutuhkan kompensasi tambahan dari pemerintah. Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) pada tahun 2020 bahkan memberikan listrik gratis bagi pelanggan 450 VA serta diskon 

bagi pelanggan 900 VA.  

Dengan membekukan tarif dan memberikan kompensasi, pemerintah memastikan listrik tetap 
terjangkau bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan dunia usaha di tengah 
ketidakpastian ekonomi, inflasi, serta kenaikan harga bahan bakar. Pendekatan ini menjaga 
keadilan energi dan membantu menstabilkan perekonomian selama pandemi. Meskipun 

kompensasi mampu mengurangi kerugian keuangan jangka pendek PLN, kompensasi 
tersebut tidak sepenuhnya menutup kekurangan pendapatan akibat tarif tetap dan kenaikan 
biaya bahan bakar.9 Selain itu, hal ini memperdalam ketergantungan PLN pada pendanaan 

pemerintah, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan keuangan jangka 
panjang. Peningkatan penargetan subsidi melalui DTKS membantu menyalurkan subsidi 
kepada rumah tangga berpendapatan rendah, namun secara keseluruhan pencapaian 

efisiensi masih terbatas. Tidak adanya sinyal harga bagi golongan non subsidi mengurangi 
insentif untuk menekan konsumsi, karena tarif tidak berubah selama bertahun-tahun. Pada 
tahun 2022, pembayaran kompensasi kepada PLN meningkat secara signifikan, sehingga 
menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan model ini di tengah kenaikan harga energi dan 

biaya operasional.  

Didorong oleh kenaikan signifikan pada sejumlah indikator makroekonomi utama,10 mulai 1 
Juli 2022 (penyesuaian untuk periode JuliïSeptember 2022), PLN melakukan penyesuaian 

 
9 Indonesia mengalami kenaikan biaya bahan bakar, sebagian disebabkan oleh volatilitas harga minyak global, 
yang kemungkinan melebihi jumlah kompensasi yang telah ditetapkan, sehingga PLN harus menanggung sebagian 
dari biaya tambahan tersebut. 
10 Rata-rata ICP naik menjadi $103,91 per barel, meningkat dari asumsi sebelumnya sebesar $63 per barel. Nilai 
tukar rupiah terdepresiasi, mencapai Rp14.356 per dolar AS, dibandingkan asumsi awal Rp14.350 per dolar AS. 
Tingkat inflasi meningkat menjadi 0,53%, melampaui asumsi awal sebesar 0,25%. Namun, meskipun harga batu 
bara global melonjak, pemerintah tetap mempertahankan batas harga sebesar USD 70 per ton untuk meredam 
dampaknya terhadap biaya produksi listrik.  
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tarif bagi pelanggan nonsubsidi dengan daya 3.500 VA ke atas serta perkantoran pemerintah. 

Pelanggan dengan daya di bawah 3.500 VA, serta pelanggan bisnis dan industri, tidak 
mengalami perubahan tarif pada periode ini. Tarif untuk golongan non subsidi pada umumnya 
tetap tidak berubah sepanjang kuartal, mencerminkan kebijakan Pemerintah untuk 

mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.  

  
Grafik 3: Produksi Listrik PLN dan Porsi Kapasitas Energi Terbarukan (RE) 

Grafik 3 menunjukkan adanya korelasi negatif antara persentase energi terbarukan (%RE) 

dalam total kapasitas terpasang dengan volume produksi listrik. Hal ini mengindikasikan 
bahwa ketika permintaan meningkat, ketergantungan pada sumber energi non-terbarukan 
juga meningkat. Tren ini menegaskan tantangan dalam meningkatkan porsi energi terbarukan 
untuk memenuhi kebutuhan listrik. Selain itu, terdapat bentuk lain dari ñsubsidi terselubungò 

yang mendukung sumber energi non-terbarukan. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral No. 1395K/30/MEM tahun 2018, Pemerintah menetapkan batas harga 
batubara domestik11 sebesar $70 per ton untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu 

bara, atau menggunakan Harga Batubara Acuan (HBA) apabila berada di bawah $70 per ton. 
Selain itu, Peraturan Menteri ESDM No. 10 tahun 2020 membatasi harga gas untuk 
pembangkit listrik PLN sebesar $6 per MMBTU, yang dijamin melalui perjanjian dengan 

pemasok gas.  

Grafik 4 menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara produksi listrik dengan subsidi 
maupun kompensasi. Korelasi ini menunjukan bahwa dukungan anggaran Pemerintah 
meningkat seiring dengan kenaikan produksi listrik (dengan rata-rata kenaikan sebesar 

Rp10,5 miliar per tahun).  

 
11 Dengan nilai kalori sebesar 6.322 GAR. 
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Grafik 4: Produksi Listrik PLN dibandingkan dengan Total Subsidi dan Kompensasi Listrik  

Grafik 4 juga menyoroti korelasi antara subsidi listrik dan rasio total produksi listrik PLN 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kenaikan subsidi dan kompensasi yang terus 

berlanjut terhadap intensitas listrik (yang direpresentasikan oleh rasio produksi terhadap 
Produk domestik bruto), menyoroti bahwa bahwa subsidi dan kompensasi memiliki kenaikan 
tahunan, tetapi hal ini belum secara signifikan mempengaruhi penggunaan listrik secara 

produktif (GWh/PBD).  

Seperti ditunjukkan pada Grafik 4, inefisiensi ini bertentangan dengan tujuan reformasi subsidi 
listrik pasca-2013, yang ditujukan untuk mendorong efisiensi dan mengurangi konsumsi 

berlebihan. Selain itu, peningkatan signifikan kompensasi listrik antara tahun 2018 hingga 
2023 berpotensi mengaburkan tujuan reformasi dalam meningkatkan keadilan bagi rumah 

tangga berpenghasilan rendah.  

Namun, diakui bahwa kebijakan subsidi dan kompensasi saat ini sangat penting bagi 

ketahanan sektor ketenagalistrikan Indonesia. Kebijakan ini menjaga keterjangkauan dan 
stabilitas ekonomi, sekaligus menjawab trilema energi terkait biaya, keberlanjutan, dan 
keamanan pasokan. Kebijakan tersebut menstabilkan harga listrik bagi konsumen dan dunia 

usaha, menyeimbangkan kenaikan biaya produksi PLN, serta menjaga daya beli masyarakat. 
Melalui subsidi terarah dan kompensasi yang menutup kesenjangan pendapatan, pemerintah 
meringankan tekanan keuangan PLN, khususnya di tengah tantangan ekonomi. Namun, 

ketergantungan pada sumber energi non-terbarukan yang diperkuat oleh kebijakan 
pembatasan harga batu bara dan gas menegaskan tantangan dalam transisi menuju energi 
terbarukan. Meskipun pendekatan ini menjamin keterjangkauan dan keandalan dalam jangka 
pendek, hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan keuangan jangka panjang 

dan diversifikasi energi, sehingga menyoroti kebutuhan akan reformasi kebijakan yang lebih 

seimbang. 

B. Subsidi dan Kompensasi Listrik d alam APBN 2024  

APBN 2025 (RAPBN) mengalokasikan subsidi dan kompensasi listrik berdasarkan struktur 
tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 

7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN (Persero). Regulasi ini 
membagi pelanggan ke dalam 38 golongan, dengan 25 golongan berhak menerima subsidi 
dan 13 golongan tidak disubsidi. Bagi pelanggan nonsubsidi, tarif disesuaikan setiap triwulan 
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untuk memperhitungkan faktor-faktor di luar kendali, seperti nilai tukar, inflasi, Indonesian 

Crude Price (ICP), dan Harga Batubara Acuan (HBA). 

Penyesuaian tarif menggunakan rata-rata nilai tukar, ICP, dan inflasi dari bulan kelima, 
keempat, dan ketiga sebelum periode penyesuaian. Faktor HBA diberi bobot, dengan 50% 

berasal dari data bulan ketiga, 30% dari bulan keempat, dan 20% dari bulan kelima sebelum 
penyesuaian. Direksi PLN (Persero) menetapkan usulan penyesuaian tarif, yang harus 
mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM. PLN wajib menyampaikan permohonan 
penyesuaian tarif kepada Menteri paling lambat pada minggu pertama bulan kedua sebelum 

periode penyesuaian. PLN juga wajib menginformasikan kepada konsumen mengenai setiap 

penyesuaian tarif setidaknya satu bulan sebelum diberlakukan. 

Peraturan Kementerian ESDM mengkategorikan pelanggan PLN ke dalam kelompok subsidi 

dan nonsubsidi, dengan total 37 golongan pelanggan: 

ǒ Golongan tarif bersubsidi (24 kategori)12:  
ƺ Rumah Tangga: R1/TR (450 VA and 900 VA) 

ƺ Bisnis Kecil: B-113/TR (450 VA, 900 VA, 1,300 VA, 2,200 VA, up to 5,500 VA) 
ƺ Industri Kecil: I-114/TR (450 VA, 900 VA, 1,300 VA, 2,200 VA, 3,500 VA to 

14kVA), I-215/TR (14kVA up to 200 kVA) 
ƺ Pemerintah: P-1/TR (450 VA, 900 VA, 1,300 VA, 2,200 VA, up to 5,500 VA) 

ƺ Lembaga Sosial: S-116/TR (450 VA, 900 VA, 1,300 VA, 2,200 VA, 3,500 VA up 
to 200 kVA), S-217/TM (200 kVA <) 

ƺ Traksi (Angkutan Rel): T/TM (200 kVA <) 

ƺ Pemakaian Bersama: C/TR, C/TM, C/TT 
 

ǒ   Golongan tarif nonsubsidi (13 kategori): 

ƺ Rumah Tangga: R-1/TR (900 VA-RTM, 1,300 VA, 2,200 VA), R-2/TR (3,500 VA 
to 5,500 VA), R-3/TR (6,600 VA up to 200 kVA), R-3/TM (200 kVA <) 

ƺ Bisnis Besar: B-218/TR (6,600 VA up to 200 kVA), B-319/TM (up to 30,000 kVA), 
B-3/TT (30,000 kVA <) 

ƺ Industri Besar: I-320/TM (200 kVA up to 30,000 kVA), I-421/TT (30,000 kVA <) 
ƺ Pemerintah: P-1/TR (6,600 up to 200 kVA), P-2/TM (200 kVA <), P-3/TR 

ƺ Layanan Khusus: L/TR, L/TM, L/TT 

Grafik 5 menunjukkan tarif dan subsidi untuk kelompok pelanggan bersubsidi berdasarkan 
Peraturan Menteri ESDM. Besaran subsidi per kWh untuk setiap kelompok ditentukan 
berdasarkan selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik ditambah margin 

(7%). BPP ditambah margin untuk rencana anggaran tahun 2025 saat ini ditetapkan sebesar 

 
12 TR: Tegangan Rendah (<200 kVA); TM: Tegangan Menengah (200 kVA sampai dengan 30.000 kVA); TT: 

Tegangan Tinggi (30.000 kVA ke atas). 
13 Usaha kecil termasuk percetakan, pompa air, dan gudang. 
14 Industri kecil, seperti pembuatan kertas serta produksi makanan dan minuman. 
15 Industri menengah, termasuk industri plastik, mebel, dan garam. 
16 Lembaga sosial kecil, seperti masjid, klinik kesehatan, panti asuhan, dan balai desa. 
17 Lembaga sosial yang lebih besar, seperti sekolah, gereja, dan rumah sakit. 
18 Bisnis menengah, seperti industri tekstil, fasilitas penyimpanan, dan pengolahan makanan. 
19 Pusat komersial besar, seperti mal, hotel, dan apartemen. 
20 Fasilitas industri yang bergerak dalam pengolahan kopi dan produksi air minum dalam kemasan (PDAM). 
21 Industri besar, termasuk industri semen, manufaktur makanan, dan industri pengolahan makanan. 
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Rp1.896,65 per kWh.22 Jumlah subsidi sangat bervariasi antar kelompok, yang mencerminkan 

subsidi terarah berdasarkan karakteristik kelompok atau tingkat konsumsi energi.  

  
Grafik 5: Perkiraan Struktur Tarif dan Subsidi untuk Kelompok Pelanggan Bersubsidi pada 

Tahun 2025 

Grafik 6 menunjukkan alokasi subsidi energi secara keseluruhan serta total subsidi yang 
dialokasikan khusus sebagai subsidi listrik dalam rencana anggaran Pemerintah tahun 2025. 
Jika dibandingkan, subsidi listrik mencakup 44% (Rp88,3 triliun) dari total subsidi energi 

(Rp202,04 triliun). Secara spesifik untuk subsidi listrik, alokasi terbesar diberikan kepada 
kelompok Rumah Tangga, terutama pada kategori R1 / 450 VA, dengan jumlah subsidi 
sebesar Rp49,16 triliun. Kelompok ini sendiri mencakup 24,94 juta konsumen dan memiliki 
konsumsi listrik yang signifikan sebesar 27,04 TWh. Pemberian subsidi pada kategori rumah 

tangga dengan konsumsi rendah menunjukkan prioritas kepada rumah tangga berpenghasilan 
rendah, karena kategori ini kemungkinan besar termasuk individu yang tidak mampu 
membayar sambungan listrik berkapasitas lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan 

kesejahteraan sosial, yaitu memastikan akses listrik esensial bagi rumah tangga yang mungkin 
kesulitan membelinya. Namun, terdapat kekhawatiran terkait kriteria yang digunakan untuk 
membedakan rumah tangga berpenghasilan rendah yang sebenarnya dengan rumah tangga 

yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi tetapi kebutuhan listriknya serupa.  
 

 
22 BPP: Rp1.772,90/kWh, margin (7%): Rp124,10/kWh. 
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     Grafik 6: Subsidi Energi dibandingkan dengan Alokasi Subsidi Listrik dalam Rencana 

Anggaran Pemerintah 2025 

Kategori Sosial, yang menerima subsidi sebesar Rp12,97 triliun, mencakup entitas pelayanan 
publik penting seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan panti asuhan. Ini merupakan dukungan 
pemerintah untuk lembaga kesejahteraan publik yang menyediakan layanan tanpa motif 

keuntungan. Sektor Bisnis dan Industri menerima subsidi masing-masing sebesar Rp10,09 
triliun dan Rp6,44 triliun. Kategori ini mencakup usaha dan industri kecil seperti percetakan, 
pergudangan, dan fasilitas produksi berskala kecil. Meskipun subsidi pada sektor ini 

membantu mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang penting bagi perekonomian, 
rasio manfaat terhadap biaya perlu dianalisis secara hati-hati. Selain itu, bisnis dan industri 
yang lebih besar mungkin secara tidak langsung memperoleh manfaat jika sistem klasifikasi 

saat ini tidak diterapkan atau diawasi secara ketat. 

Alokasi subsidi yang signifikan pada sektor rumah tangga tampak dapat dibenarkan, terutama 
jika rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Namun, subsidi umum yang diberikan 
berdasarkan kapasitas sambungan listrik berpotensi secara tidak sengaja mencakup rumah 

tangga yang mampu secara ekonomi. Kebijakan subsidi yang lebih terperinci dapat meliputi 
penetapan ambang batas berdasarkan pendapatan rumah tangga atau penerapan 

pemantauan penggunaan untuk mencegah subsidi yang berlebihan. 
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Grafik 7: Kompensasi Listrik dari Tahun 2017 hingga 2023 

Selain subsidi listrik, Pemerintah juga mengeluarkan anggaran untuk kompensasi listrik. Grafik 
7 menunjukkan pertumbuhan kompensasi dari tahun 2017 hingga 2023. Kenaikan tahunan 
kompensasi untuk sebagian besar golongan pelanggan, seperti terlihat dari data, 

menunjukkan adanya beban keuangan yang stabil bagi pemerintah. Data tersebut juga 
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya dari 
2022 ke 2023. Meskipun hal ini memberikan bantuan jangka pendek, hal ini menimbulkan 
kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal jika tingkat kompensasi ini terus berlanjut atau 

meningkat. 

Subsidi terselubung ini berpotensi mengaburkan sinyal pasar dan menghambat efisiensi 
ekonomi. Konsumen mungkin tidak menyadari biaya sebenarnya, yang mendorong konsumsi 

berlebihan dan inefisiensi. Hal ini meningkatkan permintaan dan menekan jaringan listrik, 
sehingga dibutuhkan investasi tambahan untuk menjaga pasokan. Harga yang rendah juga 
mengurangi insentif bagi pengembangan energi terbarukan dan efisiensi, memperlambat 

peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Meskipun subsidi ini membantu rumah tangga 
berpenghasilan rendah, seringkali pengguna yang lebih mampu justru memperoleh manfaat 
lebih jika subsidi tidak ditargetkan dengan tepat. Subsidi juga rentan terhadap perubahan 
harga global, seperti minyak, batu bara, dan nilai tukar, sehingga menempatkan pemerintah 

pada risiko keuangan akibat volatilitas pasar. 

Alokasi subsidi dan kompensasi listrik mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung 
akses energi yang terjangkau bagi rumah tangga, lembaga kesejahteraan publik, dan usaha 

kecil. Namun, meskipun struktur subsidi memprioritaskan rumah tangga berpenghasilan 
rendah dan layanan sosial utama, terdapat kekhawatiran mengenai efektivitas dan penargetan 
subsidi ini. Pemberian subsidi berdasarkan kapasitas sambungan listrik berpotensi secara 

tidak sengaja menguntungkan rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi, sehingga diperlukan 
kriteria yang lebih tepat untuk membedakan pengguna yang benar-benar kurang mampu 

secara ekonomi.  
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Kenaikan biaya kompensasi listrik menunjukkan tekanan keuangan yang meningkat pada 

pemerintah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal dan potensi 
distorsi pasar. Subsidi ini, meskipun memberikan keterjangkauan jangka pendek, dapat 
mengurangi insentif untuk efisiensi energi dan adopsi energi terbarukan, yang berpotensi 

menghambat pencapaian tujuan energi jangka panjang Indonesia. Pendekatan yang 
seimbang dan terarah dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan lingkungan dengan 

mengatasi tantangan tersebut. 

C. Rencana Penyesuaian Kebijakan Subsidi Listrik  

Kementerian ESDM telah memperkenalkan skema subsidi bahan bakar baru yang 
menggabungkan barang bersubsidi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).23 Model hibrida ini 

bertujuan untuk memperkuat daya beli sekaligus memastikan bahwa subsidi tepat sasaran 
bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.24 Subsidi listrik akan direformasi dengan 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

ǒ Pemerintah berupaya menghilangkan inefisiensi dalam sistem subsidi saat ini, yang 
secara tidak proporsional menguntungkan rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi, 
dengan menargetkan subsidi lebih tepat kepada kelompok berpendapatan rendah; 

ǒ Skema baru bertujuan untuk mencegah terjadinya misalokasi subsidi dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengarahkan sumber daya ke tempat yang 
paling dibutuhkan; 

ǒ Pendekatan hibrida melibatkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersamaan 

dengan barang bersubsidi, sehingga memberikan bantuan finansial langsung 
sekaligus menargetkan bantuan secara efektif; 

ǒ Skema ini akan mempertahankan subsidi untuk fasilitas publik yang vital, memastikan 

biaya operasional tetap terjangkau dan layanan esensial tetap dapat diakses; 
ǒ Dengan melindungi fasilitas publik dari kenaikan biaya, kebijakan ini diharapkan dapat 

menstabilkan inflasi dan menjaga akses terjangkau terhadap barang dan jasa esensial;  
ǒ Skema baru menawarkan fleksibilitas, memungkinkan pemerintah menyesuaikan 

subsidi atau beralih ke BLT sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi. 

Keberhasilan subsidi yang ditargetkan sangat bergantung pada identifikasi penerima yang 
akurat. Kompleksitas demografi dan kondisi sosial-ekonomi dapat menyebabkan kesalahan 

inklusi maupun eksklusi. Peralihan ke model hibrida mungkin memerlukan investasi signifikan 
dalam infrastruktur administrasi untuk mengelola transfer tunai langsung dan memantau 
kepatuhan. Selain itu, bantuan tunai langsung rentan terhadap korupsi dan klaim palsu, yang 

dapat mengurangi efektivitasnya. Terakhir, skema ini berpotensi menciptakan ketergantungan 

di sisi penerima jika tidak disertai langkah-langkah untuk mendorong kemandirian ekonomi.  

D. Sektor Listrik dan Subsidi dalam Rencana Pembangun an Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2025 -2029  

Untuk periode 2025ï2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

menekankan transformasi sektor energi, khususnya dengan fokus pada transisi energi yang 
berkelanjutan dan adil. Evaluasi tengah periode RPJMN 2020ï2024 menyoroti kebutuhan 
untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional serta memperbaiki 

 
23 Yusrial, Rizki. 2024. Energy Minister Bahlil Spills Possible Fuel Subsidy Scheme. Tempo. 

https://en.tempo.co/read/1946142/energy-minister-bahlil-spills-possible-fuel-subsidy-scheme  
24 TheJakartaPost. 2024. Bahlil Unveils New Fuel Subsidy Scheme. 
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/11/29/bahlil-unveils-new-fuel-subsidy-scheme.html, 

https://en.tempo.co/read/1946142/energy-minister-bahlil-spills-possible-fuel-subsidy-scheme
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/11/29/bahlil-unveils-new-fuel-subsidy-scheme.html
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efisiensi penggunaan energi dan pengelolaan listrik, yang tercermin dari indikator persepsi 

publik.  

Tantangan pembangunan utama meliputi pembangunan jaringan listrik nasional untuk 
distribusi listrik antar pulau. Prioritas lain adalah memperluas pembangkit energi terbarukan di 

luar Pulau Jawa untuk mendorong keadilan energi. Selain itu, Indonesia harus memenuhi 
standar keberlanjutan global yang ketat, termasuk mengurangi risiko terkait tindakan iklim 

yang belum memadai. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, sektor listrik diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,6% 

- 6,1% sejalan dengan pertumbuhan PBD. Visi Indonesia Emas 2045 - termasuk upaya 
mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero - menempatkan transisi energi 
sebagai prioritas utama dalam transformasi ekonomi. Transisi ini mencakup percepatan 

peralihan ke sumber energi terbarukan dan energi baru, didukung oleh jaringan listrik 

terintegrasi dan sistem transportasi ramah lingkungan. 

Reformasi transformatif dalam kebijakan subsidi, yang menargetkan baik energi terbarukan 

maupun sektor kritis lainnya seperti pertanian, bertujuan untuk mendukung stabilitas 
makroekonomi dan mendorong efisiensi penggunaan energi. Pengembangan sektor listrik 
akan berfokus pada peningkatan efisiensi dan perluasan kontribusi energi terbarukan. Isu 

strategis yang perlu ditangani untuk sektor ini meliputi: 

ǒ Ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil seiring dengan menurunnya cadangan 
fosil; 

ǒ Potensi energi terbarukan yang besar namun belum dimanfaatkan, terhambat oleh 

kualitas infrastruktur yang terbatas, keterbatasan pendanaan, dan campuran 
pembangkit listrik yang didominasi bahan bakar fosil; 

ǒ Kesenjangan akses dan kualitas layanan listrik yang terus berlanjut antar wilayah, 

diperparah oleh ketergantungan pada teknologi impor dan rantai nilai lokal yang belum 

memadai untuk mendukung kebutuhan transisi energi. 

Kebutuhan institusional dan regulasi yang krusial untuk transformasi ini adalah dikeluarkannya 
Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Selain itu, ketahanan sektor energi akan 

diperkuat melalui revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN) agar lebih mencerminkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan respons bencana, 

sekaligus mendukung akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan di seluruh negeri.   

Mencapai pasokan listrik berkarbon rendah akan melibatkan intervensi dari sisi pasokan 
maupun permintaan. Intervensi tersebut meliputi subsidi terarah, peningkatan koordinasi 
antara pemerintah pusat dan daerah untuk menstabilkan harga energi, serta penerapan 

praktik produksi dan konsumsi listrik yang efisien. Singkatnya, visi strategis RPJMN 2025 - 
2029 di sektor listrik bertujuan untuk menyeimbangkan ketahanan energi, stabilitas ekonomi, 
dan keberlanjutan lingkungan seiring Indonesia bergerak menuju target 2045. Agar skema 
subsidi listrik saat ini sejalan dengan tujuan RPJMN, reformasi harus fokus pada mendorong 

keberlanjutan, keadilan, dan efisiensi, sambil memastikan kelangsungan fiskal dan keuangan, 

serta mendorong pertumbuhan sumber energi terbarukan. 
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4. Analisa dan Temuan Mengenai Model BPP Saat Ini dan 

Hubungan dengan Subsidi Listrik  
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Analisa dan temuan mengenai model BPP saat ini dan hubungan dengan subsidi 

listrik  

Perhitungan biaya pembangkitan listrik, yang dikenal sebagai BPP, dilakukan oleh PLN 
sebagai bagian dari proses pengajuan kebutuhan subsidi listrik. Perhitungan ini melibatkan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan. 
Berdasarkan temuan dari ESDM, perhitungan BPP dimulai dengan proyeksi penjualan, yang 
mencakup pertumbuhan konsumsi listrik pelanggan yang sudah ada serta penambahan 

pelanggan baru.  

Di sisi produksi, pembangkitan listrik yang dimasukkan ke dalam model BPP terdiri dari output 
dari pembangkit listrik milik PLN, pembangkit sewaan, dan pembelian dari Independent Power 
Producer (IPP). Dua angka kunci ini - proyeksi penjualan dan produksi - menjadi dasar 

perhitungan BPP pada berbagai tingkat tegangan (tinggi, menengah, dan rendah).  

Selain kedua faktor tersebut, pertimbangan lain dalam perhitungan BPP meliputi asumsi 
makroekonomi, harga energi dari IPP, biaya sewa, biaya bahan bakar, biaya operasional PLN, 

dan margin. Metodologi perhitungan BPP pada berbagai tingkat tegangan dijelaskan secara 

rinci pada Grafik 8.  

Perhitungan kebutuhan subsidi dimulai dengan klasifikasi penjualan listrik PLN menjadi dua 
kategori utama: golongan bersubsidi dan nonsubsidi. Besaran kebutuhan subsidi ditentukan 

oleh selisih antara BPP dan tarif jual listrik, dikalikan dengan total kilowatt-jam (kWh) yang 
dijual pada masing-masing kelompok. Secara matematis, hubungan antara subsidi listrik dan 
perhitungan BPP dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 
Grafik 8: Proses Perhitungan BPP untuk Setiap Tingkat Tegangan 

Proses penyusunan anggaran subsidi dimulai dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 
yang mengirimkan permintaan resmi kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen 

Gatrik) untuk menghitung kebutuhan subsidi, disertai dengan asumsi dasar makroekonomi. 
Selanjutnya, Ditjen Gatrik meneruskan permintaan ini kepada PLN, menginstruksikan 
perusahaan listrik tersebut untuk mengajukan kebutuhan subsidi berdasarkan asumsi 

makroekonomi yang diberikan.25  

 
25 Kerangka hukum yang mendukung penjelasan ini meliputi Pasal 34(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 

tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Omnibus 
Law), dan Pasal 41(1) Peraturan Pemerintah (PP). 
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PLN menanggapi dengan mengajukan proposal subsidi, yang mencakup asumsi 

makroekonomi, proyeksi penjualan, dan perkiraan pertumbuhan pelanggan. Proposal ini 
kemudian ditinjau dan dievaluasi oleh Ditjen Gatrik sebelum diajukan ke DJA. Proposal subsidi 
yang telah final dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (RUU RAPBN) beserta Nota Keuangan yang menyertainya.  

Draf ini selanjutnya dibahas dalam rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil pembahasan kemudian diproses 
dalam pembicaraan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (UU APBN) dan akhirnya diformalkan melalui pengesahan Undang-Undang 

APBN beserta Peraturan Presiden terkait.  

Setelah subsidi listrik dicairkan, PLN diwajibkan untuk mengajukan laporan bulanan mengenai 

realisasi pemanfaatan subsidi. Pencairan selanjutnya bergantung pada hasil audit yang 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).  

Seiring dengan terus meningkatnya alokasi subsidi tahunan, pemerintah dapat 

mempertimbangkan mengalokasikan ulang atau mengurangi dana subsidi listrik untuk 
memastikan keberlanjutan fiskal dan mengoptimalkan distribusi sumber daya. Jika pemerintah 
Indonesia bertujuan untuk mengurangi subsidi, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan 
adalah memanfaatkan nilai elastisitas dari berbagai kelompok pelanggan. Prioritas 

pengurangan subsidi dapat diarahkan pada kelompok pelanggan dengan elastisitas rendah, 
karena kelompok ini kurang sensitif (inelastis) terhadap kenaikan harga yang timbul akibat 

pengurangan subsidi.  
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5. Skenario Subsidi dan Tarif L istrik  
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Skenario Subsidi dan Tarif Listrik  

A. Elastisitas Tarif Listrik terhadap Subsid i 
 

Investigasi mengenai hubungan antara subsidi dan tarif listrik memerlukan berbagai data dan 
asumsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil diskusi yang dilakukan bersama para 
pembuat kebijakan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai laporan dan publikasi 

resmi dari beberapa otoritas terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Kementerian Keuangan, PLN, dan instansi terkait lainnya. Proposal subsidi listrik untuk tahun 
anggaran 2024 menjadi dasar bagi asumsi dan model yang digunakan. Asumsi bauran energi 

akan menggunakan proyeksi Indonesian Long-Term Energy Scenario (LTES). Tabel berikut 

menyajikan asumsi-asumsi yang digunakan dalam model dasar. 

Tabel 2: Asumsi Model BPP 

No Parameter  Nilai  Satuan  Sumber Data  

1 Asumsi Makro Ekonomi       

 Tahun 2024    

 Inflasi 3.5%   PSE UGM 

2 Harga energi dari IPP (rata -

rata)  

1,135.09 Rp/kWh PSE UGM 

3 Biaya sewa pembangkit 
(rata-rata)  

576.94 Rp/kWh PSE UGM 

4 Harga energi       

4.1 Harga bahan bakar fosil       

 Harga Minyak Mentah 
Indonesia 

82 USD/Barrel PSE UGM 

 - MFO (non-transportasi) 7,766 Rp/Liter PSE UGM 

 - HSD (non-transportasi) 11,927 Rp/Liter PSE UGM 

 - IDO (non-transportasi) 11,614 Rp/Liter PSE UGM 

 - Biofuel (non-transportasi) 11,927 Rp/Liter PSE UGM 

4.2 Biaya Transportasi dan 
Infrastruktur Penunjang  

     

 HSD  1,009.27 Rp/Liter PSE UGM 

 MFO  727.83 Rp/Liter PSE UGM 

 IDO  3,375.96 Rp/Liter PSE UGM 

 Bahan Bakar Nabati 464.85 Rp/Liter PSE UGM 

 Batubara 27.84 Rp/Kg PSE UGM 

 Gas 2,486.33 Rp/MMBTU PSE UGM 

 Biomass 96.45 Rp/Kg PSE UGM 

 Panas Bumi 1.41 Rp/kWh PSE UGM 

 Air 1.23 Rp/kWh PSE UGM 

4.2 Harga Batubara       

 Harga Batubara Acuan 

(HBA) Indonesia 

70 US$/Ton PSE UGM 

 Harga Batubara 951.90 Rp/kg PSE UGM 
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No Parameter  Nilai  Satuan  Sumber Data  

4.3 Harga Gas  7.71 USD/MMBTU PSE UGM 

4.4 Harga Panas Bumi  1,076.30 Rp/kWh PSE UGM 

4.5 Pajak Air & Biaya Jasa 

Pengelolaan Sumber Daya 
Air (BJPSDA)  

37.20 Rp/kWh PSE UGM 

5 Asumsi Keuangan       

 Margin PLN 7%   PSE UGM 

6 Asumsi Kerugian       

 Kerugian Energi  8.58%   PSE UGM 

 - Kerugian Transmisi  1.85%   PSE UGM 

 - Kerugian Distribusi ï 
Tegangan Menengah 

2.92%   PSE UGM 

 - kerugian Distribusi ï 
Tegangan Rendah 

3.81%   PSE UGM 

 Pemakaian Sendiri    

 - Pembangkit listrik 5.62%   PSE UGM 

 - Gardu induk 0.05%   PSE UGM 

 - Distribusi 0.58%   PSE UGM 

7 Konsumsi Bahan Bakar 
Spesifik (SFC)  

     

 MFO 0.262 Liter/kWh PSE UGM 

 HSD 0.336 Liter/kWh PSE UGM 

 IDO 0.260 Liter/kWh PSE UGM 

 B30 0.285 Liter/kWh PSE UGM 

 Batubara 0.625 Kg/kWh PSE UGM 

 Gas 0.009 MMBTU/kWh PSE UGM 

 Biomass 0.985 Kg/kWh PSE UGM 

8 Penurunan Biaya Listrik 

Rata-Rata Tahunan (LCOE)  

     

 MFO -0.15%   IESR 

 HSD -0.49%   IESR 

 IDO -0.15%   IESR 

 B30 -0.39%   IESR 

 Batubara -0.20%   IESR 

 Gas -0.36%   IESR 

 Biomass -0.26%   IESR 

 Panas Bumi -1.22%   IESR 

 Air -0.41%   IESR 

 Solar  -2.83%   IESR 

 Sumber Energi terbarukan 
lainnya 

-1.42%   IESR 

9 Bauran Energi     

 MFO 0.00%  LTES 

 HSD 0.37%  LTES 
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No Parameter  Nilai  Satuan  Sumber Data  

 IDO 0.00%  LTES 

 B30 0.00%  LTES 

 Batubara 76.17%  LTES 

 Gas 5.86%  LTES 

 Biomass 0.25%  LTES 

 Panas Bumi 6.25%  LTES 

 Air 9.22%  LTES 

 Solar  1.66%  LTES 

 Sumber Energi terbarukan 
lainnya 

0.22%  LTES 

 
Selain parameter yang telah disebutkan sebelumnya, analisis ini juga mengasumsikan bahwa 
seluruh kebutuhan listrik dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Model ini tidak 

memperhitungkan impor maupun ekspor listrik. Tarif listrik dan biaya energi meningkat seiring 
dengan inflasi. Biaya energi juga menurun akibat penurunan LCOE, yang bergantung pada 

tahun analisis. 

Skenario baseline memperkirakan total subsidi sebesar Rp66,25 triliun, berdasarkan biaya 

pokok penyediaan listrik (BPP) dan model perhitungan subsidi yang telah ditetapkan. Alokasi 
subsidi untuk setiap kategori pelanggan adalah sebagai berikut: Lembaga sosial menerima 
Rp8,11 triliun, Rumah tangga menerima Rp47,58 triliun, Bisnis menerima Rp6,27 triliun, 

Industri menerima Rp3,72 triliun, Pemerintah menerima Rp267,85 miliar, traksi menerima 
Rp242,61 miliar, bulk menerima Rp52,79 miliar. Tarif listrik nasional ditetapkan sebesar 
Rp683,74 per kWh. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan BPP ditambah margin, yaitu 

Tegangan tinggi sejumlah Rp1.378,99 per kWh, Tegangan menengah sejumlah Rp1.453,43 
per kWh, Tegangan rendah sejumlah Rp1.612,30 per kWh, Untuk menganalisis hubungan 
antara perubahan subsidi dan tarif listrik, penelitian ini memodelkan penurunan total subsidi 

sebesar 1 - 10% sesuai dengan hasil pada skenario dasar. 

Tabel 3: Sensitivitas Tarif Listrik terhadap Pengurangan Subsidi 

Pengurangan Subsidi  Pengurangan Subsidi (Rp)  Kenaikan Weighted Average 
Tariff  

1% 662,528,349,808 1.34% 

2% 1,325,056,699,617 2.69% 

3% 1,987,585,049,425 4.03% 

4% 2,650,113,399,234 5.37% 

5% 3,312,641,749,042 6.71% 

6% 3,975,170,098,850 8.06% 

7% 4,637,698,448,659 9.40% 

8% 5,300,226,798,467 10.74% 

9% 5,962,755,148,275 12.08% 

10% 6,625,283,498,084 13.43% 

 
Elastisitas mengilustrasikan hubungan langsung antara perubahan total subsidi listrik dan 

fluktuasi tarif listrik. Elastisitas tarif listrik menilai seberapa responsif persentase perubahan 
tarif listrik terhadap pengurangan 1% dari total subsidi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
elastisitas tarif listrik terhadap subsidi sebesar -1,34. Hal ini berarti bahwa setiap penurunan 
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subsidi sebesar 1% akan menyebabkan tarif listrik nasional meningkat sebesar 1,34%. 

Temuan ini menunjukkan bahwa tarif listrik cukup responsif terhadap pengurangan subsidi di 
konteks Indonesia. Tanda negatif pada elastisitas mengindikasikan bahwa subsidi dan tarif 
listrik memiliki hubungan terbalik (tarif meningkat ketika subsidi berkurang, dan sebaliknya).  

 
Selain elastisitas tarif listrik nasional, penelitian ini juga memperkirakan elastisitas tarif listrik 
terhadap subsidi untuk berbagai kategori pelanggan. Hasil simulasi ditunjukkan pada grafik 
berikut. 

  

  
*Semua nilai elastisitas ditampilkan dalam nilai absolut. 

Grafik 9: Elastisitas Tarif Listrik terhadap Subsidi 

 
Hasil simulasi menunjukkan bahwa elastisitas tarif listrik terhadap subsidi berbeda-beda antar 
kategori pelanggan. Menurut simulasi yang dilakukan, rumah tangga merupakan kategori 
pelanggan yang paling rentan terhadap perubahan subsidi, dengan nilai elastisitas sebesar -

1,95. Hal ini berarti bahwa tarif listrik rumah tangga akan naik sebesar 1,95% untuk setiap 
penurunan total subsidi sebesar 1%. Lembaga sosial dan traksi juga merupakan kategori 
pelanggan yang sensitif terhadap pengurangan subsidi, dengan nilai elastisitas masing-

masing sebesar -1,07 dan -1,10. Analisis ini juga mengevaluasi perubahan elastisitas yang 
terjadi akibat alokasi ulang pengurangan subsidi menuju investasi dalam energi terbarukan 
dan substitusi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, dengan asumsi permintaan energi 

tetap konstan.  
 
Hasil simulasi menunjukkan bahwa elastisitas tetap konstan meskipun terjadi peningkatan 
kecil pada bauran energi terbarukan. Analisis selama periode baseline memperlihatkan bahwa 

penambahan bauran energi terbarukan meningkatkan BPP di semua tingkat tegangan kurang 
dari 0,01%. Penurunan subsidi sebesar 1%, yang dialokasikan untuk energi terbarukan, akan 
menyebabkan peningkatan BPP, sehingga secara umum meningkatkan tarif listrik untuk 

semua kategori pelanggan. Namun, karena perubahan BPP relatif kecil, dampaknya terhadap 
tarif listrik dapat diabaikan. Perlu diingat bahwa hasil ini dapat berfluktuasi dalam berbagai 
periode waktu ketika mempertimbangkan inflasi dan LCOE masing-masing jenis energi. 
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B. Kebutuhan Subsidi Jangka Menengah dan Implikasi  Tarif Listrik 
Berdasarkan Kategori Pelanggan  

 
Bagian ini memperkirakan kebutuhan subsidi untuk setiap kelompok pelanggan dalam jangka 
menengah. Analisis ini akan menggunakan dua skenario: Business as Usual (BAU) dan Long-

Term Energy Scenario (LTES). Pada skenario BAU, bauran energi diproyeksikan tetap  
konstan (baseline) hingga akhir periode analisis. Sebaliknya, pada skenario LTES, bauran 
energi akan berubah, dengan pengurangan jumlah energi berbasis bahan bakar fosil dan 

peningkatan proporsi energi terbarukan. Periode penelitian ini adalah dari 2025 hingga 2045. 

Tabel berikut menampilkan proyeksi pembangkitan listrik dan bauran energi. 

Tabel 4: Proyeksi Produksi Listrik dan Bauran Energi* 

 Baseline  LTES 

 2024 2025 2029 2035 2039 2045 

Produksi Energi (GWh) 357,034 376,421 505,661 769,775 963,800 1,193,587 

Inflasi 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.3% 3.3% 

Bauran Energi       

ǒ Diesel 0.37% 0.37% 0.27% 0.17% 0.13% 0.11% 

ǒ Batubara 76.17% 72.20% 55.16% 29.98% 22.33% 12.00% 

ǒ Gas 5.86% 5.30% 2.86% 2.40% 2.12% 0.94% 

ǒ Biomass 0.25% 0.38% 3.35% 4.11% 3.91% 3.60% 

ǒ Panas Bumi 6.25% 8.24% 10.64% 14.42% 16.28% 17.18% 

       

ǒ Air 9.22% 11.36% 17.96% 22.72% 23.23% 25.69% 

ǒ Solar 1.66% 1.57% 7.89% 22.56% 21.57% 26.34% 

ǒ Alternatif 0.22% 0.61% 1.87% 3.63% 10.43% 14.13% 

 
*Hasil penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan komponen analisis: biaya pembangkitan 

listrik (BPP), tarif listrik, dan subsidi. 

 

C. Biaya Pembangkitan Listrik (BPP) Ditamb ah Margin : Skenario BAU dan 
LTES 

 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa BPP meningkat setiap tahun di semua tingkat tegangan 
pada kedua skenario. Faktor utama yang menyebabkan kenaikan BPP adalah pertumbuhan 
biaya yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan output listrik. Rata-rata tingkat 
pertumbuhan tahunan produksi listrik sebesar 5,94%. Selain kenaikan biaya akibat 

peningkatan produksi, terdapat peningkatan biaya tambahan yang disebabkan oleh inflasi. 
Nilai BPP untuk kedua skenario dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Grafik 10 : BPP Ditambah Margin, Skenario BAU 

 

 
Grafik 11: BPP ditambah margin, LTES 

 
Temuan juga menunjukkan bahwa kenaikan BPP pada skenario BAU lebih tinggi 

dibandingkan LTES. Pada skenario BAU, bauran energi tetap konstan, sehingga dampak 
inflasi yang meningkat sekitar 3% lebih besar dibandingkan penurunan biaya akibat penurunan 
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LCOE dari sumber energi dominan seperti batu bara, yang hanya 0,20% per tahun. 

Sebaliknya, pada skenario LTES, terjadi perubahan bauran energi, khususnya peningkatan 
porsi energi terbarukan. Penurunan LCOE untuk energi terbarukan lebih besar dibandingkan 
batu bara, sehingga kenaikan BPP pada LTES lebih kecil. Pada tahun 2045, BPP ditambah 

margin pada skenario BAU adalah tegangan tinggi Rp2.688,25 per kWh, Tegangan menengah 
Rp2.489,25 per kWh, Tegangan rendah Rp2.384,52 per kWh, Pada periode yang sama, BPP 
ditambah margin pada skenario LTES adalah Tegangan tinggi Rp2.100,42 per kWh, 

Tegangan menengah Rp1.940,60 per kWh, Tegangan rendah Rp1.857,49 per kWh.  

D. Tarif Listrik Skenario BAU dan LTES 

Pada kedua skenario, diperkirakan inflasi akan menyebabkan kenaikan tarif listrik selama 

periode penelitian. Tarif listrik rata-rata tertimbang dalam analisis ini merujuk pada tarif listrik 
yang diberlakukan pada konsumen penerima subsidi. Hingga tahun 2037, tarif listrik tetap 
konstan pada kedua skenario. Pada tahun 2038, tarif listrik pada skenario LTES lebih rendah 

dibandingkan skenario BAU, karena kelompok pelanggan tertentu tidak lagi menerima subsidi, 
sehingga tarif listriknya selaras dengan BPP ditambah margin. Tarif listrik nasional ditunjukkan 

pada grafik di bawah ini. 

 

Grafik 12: Tarif Listrik Nasional, skenario BAU dan LTES 

Pada tahun 2045, tarif listrik diproyeksikan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2025. Tarif 
listrik nasional untuk konsumen penerima subsidi pada skenario BAU adalah Rp1.381,14 per 

kWh, sedangkan pada skenario LTES sebesar Rp1.342,39 per kWh. Selain tarif secara 
keseluruhan, penelitian ini juga memperkirakan tarif listrik untuk setiap kategori pelanggan 

pada semua skenario.  
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Grafik 13: Tarif Listrik berdasarkan Kategori Pelanggan, skenario BAU 

 
Grafik 14: Tarif Listrik berdasarkan Kategori Pelanggan, skenario LTES 

Subsidi tidak lagi diberikan kepada sejumlah kelompok selama periode penelitian, karena tarif 
mereka setara dengan nilai BPP ditambah margin, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada grafik di atas, nilai tarif untuk kategori 
pelanggan bisnis, industri, pemerintah, dan bulk berbeda pada kedua skenario selama periode 
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2045. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi listrik (BPP ditambah margin) telah tercapai 

melalui tarif listrik dari berbagai kelompok, termasuk beberapa kelompok pada kategori 
pemerintah, industri, dan bulk. 

E. Subsidi Listrik  Skenario BAU dan  LTES 
 
Subsidi listrik adalah selisih antara tarif listrik dan BPP ditambah margin. Seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, BPP ditambah margin pada skenario BAU lebih tinggi dibandingkan 

LTES. Oleh karena itu, subsidi per kWh pada skenario BAU jelas akan lebih besar 
dibandingkan LTES. Selain itu, subsidi per kWh pada skenario LTES menurun karena 
beberapa kelompok tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima subsidi. 

 
Grafik 15: Subsidi per kWh, skenario BAU dan LTES 

 
Berdasarkan hasil simulasi, kebutuhan subsidi listrik diproyeksikan sebesar Rp312,17 triliun 
pada skenario BAU dan Rp182,14 triliun pada skenario LTES. Hal ini menunjukkan bahwa 

total subsidi sangat dipengaruhi oleh bauran energi. Selain itu, pada skenario LTES, beberapa 
kelompok tidak lagi menerima subsidi, sehingga menyebabkan penurunan lebih lanjut pada 
total subsidi.  
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 Grafik 16: Kebutuhan Subsidi Listrik, skenario BAU dan LTES 

 

Tabel 5: Potensi Volume Penghematan Fiskal, skenario BAU ke LTES 
 

Tabel 5 disusun berdasarkan perbandingan kebutuhan subsidi (skenario BAU dan LTES) yang 

ditampilkan pada Grafik 16, di mana penghematan fiskal dalam konteks ini mengacu pada 
pengeluaran subsidi yang ditunda untuk setiap periode. Dari penilaian ini, penghematan 
subsidi sepanjang periode 2025ï2045 diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 

Rp130 triliun pada tahun 2045. Namun, pencapaian tersebut sangat bergantung pada 
keberhasilan Indonesia dalam menjalankan jalur sesuai dengan bauran energi terbarukan 
LTES setiap tahunnya. Selain itu, kebutuhan investasi selama periode 5 tahun berdasarkan 
skenario LTES dijelaskan pada Tabel 7. 

 

Tahun  Penghematan (BAU - 
LTES) 

Bauran Energi 
Terbarukan 
dalam LTES  

Kebutuhan Investasi untuk Bauran 
Pembangkit  

2025 Rp794.7 triliun 18% Rp38.9 triliun 

2029 Rp7.4 triliun  37% Rp54 triliun  

2035 Rp36.1 triliun 63% Rp78.3 triliun 

2039 Rp64.0 triliun 65% Rp107.5 triliun 

2045 Rp130 triliun 70% Rp134.9 triliun 
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Grafik 17: Kebutuhan Subsidi Listrik berdasarkan Kategori Pelanggan, skenario BAU 

 

 
Grafik 18: Kebutuhan Subsidi Listrik Berdasarkan Kategori Pelanggan, Skenario LTES 

 
Meskipun jumlah total subsidi berbeda, komposisi penerima subsidi pada skenario BAU dan 

LTES menunjukkan tren yang serupa. Rumah tangga merupakan kategori pelanggan yang 
menerima pangsa subsidi terbesar. Selanjutnya, lembaga sosial dan usaha kecil menjadi 
penerima subsidi utama berikutnya. Pada tahun 2045, rumah tangga memperoleh 77,55% dari 
total subsidi pada skenario BAU dan 88,81% pada skenario LTES. 

F. Pengurangan Subsidi pada Skenario LTES  

Bagian ini membahas potensi perubahan tarif listrik yang muncul akibat pengurangan bertahap 

seluruh subsidi hingga mencapai nol pada tahun 2045. Penelitian ini mengasumsikan tahapan 
pengurangan subsidi seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah untuk menilai hubungan 
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antara pengurangan subsidi dan tarif listrik. Besarnya pengurangan subsidi akan ditentukan 

berdasarkan persentase total subsidi selama periode analisis.  
 

Tabel 6: Asumsi Pengurangan Subsidi 

Period 3 Presentase 
Pengurangan Subsidi  

2025 ï 2026 5% 

2027 ï 2030 10% 

2031 ï 2040 15% 

2041 ï 2042 25% 

2043 ï 2044 50% 

2045 100% 

 
Pengurangan subsidi dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan bahwa kenaikan tarif 
listrik terjadi secara perlahan, mengingat penerima utama subsidi ini adalah rumah tangga, 
khususnya yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Analisis ini membandingkan 

tarif listrik pada skenario LTES dengan skenario yang melibatkan pengurangan subsidi. Kedua 
skenario menggunakan proyeksi bauran energi LTES, sehingga BPP ditambah margin pada 
kedua skenario adalah identik. Hingga tahun 2045, BPP ditambah margin pada kedua 

skenario adalah Tegangan tinggi Rp2.100,42 per kWh, Tegangan menengah Rp1.940,60 per 

kWh, Tegangan rendah Rp1.857,49 per kWh.  

 
Grafik 19: BPP Ditambah Margin, Skenario LTES dan Pengurangan Subsidi  
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G. Tarif  Listrik  Pada Skenario L TES dan Optimalisasi Subsidi  

Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, di mana kenaikan tarif listrik semata-mata 
disebabkan oleh inflasi, bagian ini menunjukkan bahwa tarif listrik dipengaruhi oleh inflasi dan 

pengurangan subsidi. Perubahan tarif listrik terjadi dalam dua tahap. Pertama, inflasi akan 
meningkatkan tarif dasar listrik. Selanjutnya, penurunan total subsidi didistribusikan secara 
proporsional berdasarkan tingkat penggunaan pada seluruh kategori pelanggan. Hal ini akan 
mengurangi besaran subsidi per kWh yang dialokasikan pada tiap kategori pelanggan, 

sehingga menyebabkan kenaikan tarif listrik. Grafik di bawah ini mengilustrasikan fluktuasi tarif 
pada skenario LTES dan pengurangan subsidi. 

 
Grafik 20: Tarif Listrik, Skenario LTES dan Pengurangan Subsidi 

 
Pada tahun 2045, tarif listrik diproyeksikan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 
2025 dalam skenario LTES. Namun, dalam skenario pengurangan subsidi, tarif listrik 

diproyeksikan hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan tahun 2025. Tarif listrik nasional 
bagi penerima subsidi dalam skenario LTES adalah sebesar Rp1.342,39 per kWh, sedangkan 
dalam skenario pengurangan subsidi mencapai Rp2.089,88 per kWh pada tahun 2045. Selain 

tarif secara keseluruhan, studi ini juga mengestimasi tarif listrik untuk setiap kategori 

pelanggan pada seluruh skenario. 
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Grafik 21: Tarif Listrik per Kategori Pelanggan, LTES 

 
Grafik 22: Tarif Listrik per Kategori Pelanggan, Skenario Pengurangan Subsidi  

Kenaikan tarif pada skenario LTES dan skenario pengurangan subsidi menunjukkan tren naik 
yang konsisten, sedangkan kenaikan tarif pada skenario pengurangan subsidi menjadi lebih 

terkonsentrasi pada tarif sekitar IDR 2.000 per kWh pada tahun 2045. Hal ini disebabkan oleh 
fakta bahwa pada skenario pengurangan subsidi, pemerintah menghentikan pemberian 
subsidi listrik (nilai nol pada tahun 2045), sehingga seluruh tarif listrik disesuaikan dengan nilai 

ekonominya (BPP ditambah margin). Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa rumah 
tangga akan mengalami perubahan tarif listrik yang paling signifikan, karena mereka 
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menerima subsidi terbesar per kWh. Kenaikan tarif listrik rumah tangga yang diperkirakan 

setiap tahunnya adalah sekitar 7,10%.  

H. Subsidi Listrik  Pada Skenario LTES dan Optimalisasi  Subsidi  

Subsidi per kWh merupakan selisih antara BPP plus margin dan tarif listrik. Dengan demikian, 
ketika Pemerintah menerapkan pengurangan subsidi secara bertahap yang mengakibatkan 
kenaikan tarif listrik, maka subsidi per kWh semakin menurun dari waktu ke waktu. Subsidi per 
kWh untuk kedua skenario ditunjukkan pada Grafik 23 di bawah ini. 

 
Grafik 23: Subsidi per kWh, Skenario LTES dan Pengurangan Subsidi  

Grafik di bawah ini mengilustrasikan total kebutuhan subsidi untuk periode tertentu dalam 

skenario LTES dan skenario pengurangan subsidi. Berdasarkan hasil simulasi, kebutuhan 
subsidi listrik dalam skenario LTES adalah sebesar Rp182,14 triliun, sedangkan dalam 
skenario pengurangan subsidi adalah nol. Kebutuhan subsidi akan menurun secara bertahap 

dalam skenario pengurangan subsidi seiring dengan peningkatan tarif listrik. 

 
Grafik 24: Kebutuhan Subsidi Listrik, Skenario LTES dan Skenario Pengurangan Subsidi  
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Tabel 7: Potensi Volume Penghematan Fiskal, Skenario LTES ke LTES dengan 

Pengurangan Subsidi 

Tabel 7 menyajikan potensi tambahan penghematan subsidi (jumlah belanja subsidi yang 
dapat dihemat) berdasarkan kebutuhan subsidi pada skenario LTES dengan pengurangan 
subsidi lebih lanjut sesuai dengan ilustrasi pengurangan subsidi pada Tabel 6 (skenario 

pengurangan subsidi). Berdasarkan perbandingan kedua skenario tersebut terhadap BAU, 
Indonesia dapat mencapai tambahan penghematan subsidi sebesar Rp16,6 triliun pada tahun 
2029 dan Rp101,1 triliun pada tahun 2039, dengan asumsi bahwa Indonesia melakukan 

pengurangan presentase subsidi lebih lanjut sebagaimana diproyeksikan dalam Tabel 7 serta 
mencapai bauran pembangkit LTES yang sejalan dengan target net zero. Selain itu, 
pengalokasian penghematan subsidi untuk energi terbarukan merupakan opsi yang tepat, di 
mana pengurangan subsidi listrik sebesar 5ï10% per tahun dapat menghasilkan 

penghematan hingga Rp54 triliun pada tahun 2029 dan Rp78,3 triliun pada tahun 2035. 
Dengan demikian, sedikitnya 30,9% dari kebutuhan investasi energi terbarukan dapat dipenuhi 

melalui penghematan subsidi tersebut 

Namun, ilustrasi yang disajikan dalam Tabel 7 hanyalah penyederhanaan untuk memberikan 
grafikan potensi penghematan subsidi terhadap neraca nasional. Dalam praktiknya, konversi 
langsung dari penghematan subsidi ke investasi energi terbarukan dapat sangat bergantung 

pada ketersediaan proyek energi terbarukan yang sedang dalam tahap perencanaan, serta 
sejauh mana pencapaian target bauran selaras dengan pangsa energi terbarukan yang 

direkomendasikan pada skenario LTES (Tabel 5). 

Tahun  Penghematan 
(LTES - SRS) dan 

BAU  

% Pengurangan (skenario 
pengurangan subsidi)  

Kebutuhan Investasi 
untuk energi 
Terbarukan  

% 
Penghematan 
dari Investasi 

energi 
terbarukan  

2025 Rp4.2 triliun 5% (2025-2026) Rp38.9 triliun 11% 

2029 Rp16.6 triliun  10% (2027-2030) Rp54 triliun  30.9% 

2035 Rp55.7 triliun 15% (2031-2040) Rp78.3 triliun 71.2% 

2039 Rp101.1 triliun 15% (2041-2044) Rp107.5 triliun 94.0% 

2045 Rp312.1 triliun 100% (2045) Rp134.9 triliun 231.3% 
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Grafik 25: Kebutuhan Subsidi Listrik menurut Kategori Pelanggan, LTES 

 
Grafik 26: Kebutuhan Subsidi Listrik menurut Kategori Pelanggan, Skenario Pengurangan 

Subsidi 
 

Komposisi penerima subsidi pada skenario LTES dan skenario pengurangan subsidi 

ditampilkan pada grafik di atas. Berdasarkan hasil simulasi, pelanggan dengan tarif dasar 
listrik yang lebih tinggi akan menjadi kelompok pertama yang mengalami penghapusan 
subsidi. Kategori pelanggan dengan tegangan tinggi umumnya memiliki tarif listrik yang lebih 

besar dibandingkan dengan pelanggan bertegangan rendah (subsidi per kWh lebih kecil), 
sehingga lebih cepat mencapai tarif keekonomiannya. Seluruh kelompok pelanggan masih 
menerima subsidi pada tahun 2025, meskipun jumlah subsidi yang diberikan sudah berkurang. 
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Pada tahun 2029, hanya pelanggan pada kategori bulk yang tidak lagi menerima subsidi. 

Memasuki tahun 2035, penerima subsidi terbatas pada lembaga sosial dengan tegangan di 
bawah 1300 VA, rumah tangga, bisnis dengan tegangan di bawah 1300 VA, industri dengan 
tegangan di bawah 1300 VA, serta instansi pemerintah dengan tegangan 450 VA. Di luar 

kategori yang disebutkan tersebut, pelanggan tidak lagi memperoleh subsidi, termasuk 
kategori traksi. Pada tahun 2039, kategori pelanggan yang masih berhak menerima subsidi 
hanya rumah tangga dengan tegangan 450 VA, industri dengan tegangan 450 VA, serta 
lembaga sosial dengan tegangan di bawah 1300 VA. Selanjutnya, pada tahun 2045, seluruh 

segmen pelanggan tidak lagi menerima subsidi. 

I. Dampak Makroekonomi dari Skenario O ptim alisasi  Subsidi  
 
1. Dampak Perubahan Subsidi Listrik terhadap Subsidi Energi dan Total Subsidi Pemerintah 
 

Subsidi listrik maupun subsidi lainnya akan dibiayai melalui anggaran negara, yang pada 
dasarnya dapat dialokasikan kembali untuk pos anggaran lain. Hal ini menunjukkan bahwa 
subsidi menimbulkan biaya peluang ekonomi, apabila dana tersebut dapat digunakan 
pemerintah untuk keperluan alternatif yang berpotensi memberikan manfaat lebih besar 

dibandingkan subsidi listrik. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan rasio 
subsidi listrik terhadap total subsidi. Untuk mengetahui porsi subsidi listrik terhadap subsidi 
energi maupun terhadap total subsidi pemerintah, diperlukan beberapa asumsi dasar. 

Penelitian ini mengasumsikan bahwa besaran subsidi, selain subsidi listrik, tetap konstan 
sepanjang periode analisis. Data belanja subsidi pemerintah tahun 2023 digunakan sebagai 

baseline dalam penelitian ini. 

Tabel 8: Asumsi Subsidi Pemerintah26 
 

Komponen Subsidi  Nilai (Triliun Rupiah)  

Subsidi Energi 164.48 

Subsidi Listrik  68.64 

Subsidi energi tanpa subsidi listrik  95.84 

Subsidi Pemerintah 242.02 

Subsidi Pemerintah tanpa subsidi listrik 77.54 

 
Selama periode analisis, subsidi listrik akan berubah sesuai dengan skenario yang ditetapkan. 

Pada bagian ini, analisis difokuskan pada skenario BAU dan LTES. Rasio subsidi listrik 
terhadap subsidi energi serta terhadap total subsidi pemerintah dalam kedua skenario tersebut 
dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Berdasarkan laporan keuangan, rasio subsidi listrik 
terhadap subsidi energi tercatat sebesar 41,73%, sedangkan rasio subsidi listrik terhadap total 

subsidi pemerintah mencapai 28,36%. 
 

 
26 Data subsidi bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2023. 
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Grafik 27: Rasio Subsidi Listrik terhadap Subsidi Energi 

 
Seiring dengan meningkatnya total subsidi listrik dalam skenario BAU maupun LTES dari 
waktu ke waktu, proporsi subsidi listrik terhadap subsidi energi juga mengalami kenaikan. 

Kedua skenario menunjukkan bahwa subsidi listrik mencakup lebih dari lima puluh persen dari 
total subsidi energi setelah tahun 2029. Namun demikian, rasio pada skenario BAU lebih 
tinggi, yakni mencapai 76,51% pada tahun 2045. Angka ini lebih besar 10,99 poin persentase 

dibandingkan dengan rasio pada skenario LTES. Jika dibandingkan dengan data dasar, rasio 
pada skenario BAU tercatat 34,78 poin persentase lebih tinggi, sedangkan pada skenario 
LTES tercatat 23,79 poin persentase lebih tinggi.  
 

 
 

Grafik 28: Rasio Subsidi Listrik terhadap Total Subsidi Pemerintah 
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Proporsi subsidi listrik terhadap total subsidi pemerintah menunjukkan tren yang serupa 

dengan analisis sebelumnya. Rasio subsidi listrik terhadap total subsidi pemerintah mengalami 

peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam skenario BAU, rasio tersebut diproyeksikan mencapai 

64,29% pada tahun 2045, sedangkan dalam skenario LTES diperkirakan sebesar 51,23%. 

Pada tahun 2045, kedua skenario tersebut menunjukkan rasio yang dua kali lipat lebih tinggi 

dibandingkan dengan data dasar (28,36%). Dengan demikian, apabila pemerintah tidak 

berupaya untuk mengurangi subsidi listrik, maka subsidi ini akan mencakup hampir setengah 

dari seluruh subsidi pemerintah pada tahun 2045. 

 

2. Identifikasi guncangan makroekonomi berdasarkan elastisitas tarif listrik 
a. Perhitungan Guncangan ( Shock Analysis)  

Analisis dampak makroekonomi dilakukan dengan menggunakan model GTAP-E 

(Energy-Environmental Version of the Global Trade Analysis Project). GTAP-E 
merupakan model computable general equilibrium (CGE) dari perekonomian global. 
Burniaux dan Truong (2002), serta McDougall dan Golub (2007), melakukan adaptasi 

terhadap model standar GTAP yang dikembangkan oleh Center for Global Trade 
Analysis Project di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (Hertel, 1997), untuk 
menghasilkan GTAP-E yang memasukkan aktivitas terkait energi dan dampak 
lingkungan.  

 
Baik model GTAP maupun GTAP-E beroperasi dengan asumsi bahwa perekonomian 
berada dalam kondisi keseimbangan umum, sehingga model ini mampu menangkap 

interaksi antar berbagai pasar dalam perekonomian. Model GTAP merepresentasikan 
perekonomian global serta interaksi antarwilayah dan pasar mereka melalui suatu 
kerangka rinci mengenai perdagangan internasional. 
 

Guncangan (shock) yang dimasukkan ke dalam model berupa persentase kenaikan 
tarif listrik rata-rata tertimbang akibat pengurangan subsidi dibandingkan dengan 
skenario baseline. Dampak pengurangan subsidi terhadap tarif listrik diperoleh dari 

model BPP yang dikembangkan dalam studi ini. Perubahan tarif listrik rata-rata 
tertimbang (secara total) dibandingkan dengan skenario baseline ditunjukkan pada 
Grafik 29.  

 
Grafik 29: Perubahan Tarif Listrik Rata-Rata Tertimbang / Weighted Average Electricity Tariff 

(Total) akibat Pengurangan Subsidi 
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Grafik 30 menunjukkan bahwa, dalam persentase, kenaikan tarif listrik mengalami 

penurunan seiring waktu. Tren ini terjadi karena pada akhir periode, penyesuaian tarif 
untuk setiap kategori pelanggan semakin mendekati nilai asli BPP ditambah Margin, 
sehingga tarif rata-rata tertimbang total cenderung stabil. Namun demikian, meskipun 

persentase kenaikan menurun, nilai nominal tarif listrik tetap meningkat secara 
konsisten. 
 
Selain menghitung persentase perubahan tarif listrik secara keseluruhan, analisis 

juga dilakukan terhadap perubahan tarif untuk kategori pelanggan rumah tangga (lihat 
Grafik 30). Meskipun tren yang ditunjukkan memiliki pola serupa, persentase 
kenaikan tarif untuk pelanggan rumah tangga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

persentase kenaikan tarif secara keseluruhan. 

 
Grafik 30: Perubahan Tarif Listrik Rata-Rata Tertimbang (Rumah Tangga) akibat 

Pengurangan Subsidi 

b. Hasil Estimasi  

Hasil perhitungan pada sub bab sebelumnya akan dijadikan masukan bagi model 
GTAP-E. Kenaikan tarif listrik akan berfungsi serupa dengan kenaikan pajak atas 
barang yang dikonsumsi.  

  

¶ Dampak Kenaikan Tarif Total terhadap Indeks Harga PBD Nasional  
Indeks Harga PBD, yang juga dikenal sebagai Deflator PBD, merupakan indikator yang 
mencerminkan tingkat harga rata-rata dalam suatu perekonomian dan dapat 
digunakan untuk mengukur inflasi. Berdasarkan estimasi, kenaikan tarif listrik 

berpotensi menurunkan Indeks Harga PBD. Penurunan Indeks Harga PBD dapat 
mengindikasikan menurunnya aktivitas ekonomi, yang akan dianalisis lebih lanjut 
melalui Indeks Kuantitas PBD.  
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Grafik 31: Dampak Kenaikan Total Tarif Listrik terhadap Indeks Harga PBD 

¶ Dampak Kenaikan Tarif Total terhadap Indeks Kuantitas PBD Nasional  
Analisis juga dilakukan untuk menelaah dampak kenaikan tarif listrik terhadap Indeks 
Kuantitas PBD. Indeks Kuantitas PBD mencerminkan perubahan jumlah barang dan 
jasa antara dua periode waktu. Hasil analisis mengenai dampak kenaikan tarif listrik 

terhadap Indeks Kuantitas PBD disajikan pada Grafik 32. Grafik 32 menunjukkan 
adanya potensi penurunan Indeks Kuantitas PBD sebagai akibat dari kenaikan tarif 
listrik. Persentase perubahan pada Indeks Kuantitas PBD semakin signifikan seiring 

dengan meningkatnya persentase kenaikan tarif listrik. Selain itu, Grafik 32 juga 
memperlihatkan bahwa pada akhir periode, persentase penurunan Indeks Kuantitas 
PBD lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan Indeks Kuantitas PBD 
ini dapat menjadi indikator adanya pengurangan output ekonomi. 

 

 

Grafik 32: Dampak Kenaikan Total Tarif Listrik terhadap Indeks Kuantitas PDB 
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¶ Dampak Kenaikan Total Tarif Listrik terhadap Emisi COϜ 
Analisis selanjutnya menelaah dampak kenaikan tarif listrik terhadap emisi COϜ. Hasil 

analisis GTAP-E menunjukkan adanya potensi penurunan emisi COϜ ketika terjadi 
kenaikan tarif listrik. Menurut analisis GTAP-E, kenaikan tarif listrik akan menurunkan 
permintaan listrik, khususnya pada sektor industri yang boros energi. 

 

 
Grafik 33: Dampak Kenaikan Total Tarif Listrik terhadap Emisi COϜ 

¶ Dampak Kenaikan Tarif Listrik Rumah Tangga terhadap Indeks harga PBD 
Dalam studi ini, dilakukan pula analisis untuk menghitung potensi dampak kenaikan 

tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga terhadap Indeks Harga PBD. Pendekatan 
yang digunakan dalam model GTAP-E serupa dengan analisis sebelumnya, namun 
dengan variabel kebijakan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya variabel 

khusus dalam GTAP-E yang dirancang untuk menangkap guncangan (shocks) yang 
diterapkan pada rumah tangga.  
 

 
 

Grafik 34: Dampak Kenaikan Tarif Listrik Rumah Tangga terhadap Indeks Harga PBD (GDP 

Price Index) 
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